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KABUPATEN WAY KANA

rangka penyelenggaraan pemenntz;hkan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyar 2;;
perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Meneng
Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang — Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencatrll;e;n
mbaneunan Nasional Pasal 19 ayat (3) mengamana A
g‘::ncanag Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan
b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Way Kanan Tahun 2011 — 2015.

Menimbang : a. bahwa dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat I Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Mengingat o



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ4
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan
Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Ler.baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Pera_lturan Pen?erintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomur 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

15. Peraturan
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20.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun ..()(l):f "[,;,,hb
Penyelenggaraan Pemerintihan Dacriab Kepada cenntahn,

Laporan Keterangan Perttanggungjawaban chnlul rl)ucr'x'n:;
Kepada Dewan perwakilan  Rakyat Dacrnh  dan ni:r.nT‘ ’
Laporan Penyelengparaan Pcmcnnlulm.n Ducmh. ,c..’p;ua
Masvarakat (Lembaran Negara Republik  Indonesia [abun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncegara Republik

Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan Pemecrintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan l’cmcnnmhan‘ P?Cfﬂh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Iahu'm
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomo

Penyelenggaraan Pemerinta
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

or 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 122 );

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Daerah Kabupeten Way Kanan Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);

r 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

han Daerah (Lembaran Negara
19, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nom

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 136).

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menctapakan  : PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 —2015

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan,;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPIMD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi
dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1
(satu) tahun;

6. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) adalah dokumen

perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPIJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
memuat visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung

mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJMD ini akan ditindaklanjuti dalam RKPD yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati dan Renstra-SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB III.....



[ i

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 November 2010

BUPATI WAY KANAN

Dto,
BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 18 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,
BUSTAM HADORI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR 31
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI
NOMOR: 31 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MET.ENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 - 2015

. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan daerah untuk menyusun
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam
penyusunan Peraturan Bupati tentang RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan
berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-
Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Way Kanan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 mencantumkan bahwa RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih yang ditétapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPIMD Kabupaten Way Kanan sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimaksudkan
untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di
Kabupaten Way Kanan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam
menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. RPJMD Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang
demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi
manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab,

berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke



depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RKPD Kabupaten Way Kanan dan
Renstra-SKPD Kabupaten Way Kanan. ¢

Dalam penyusunan Peraturan Bupati ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Way Kanan serta
merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan dan strategi Bupati terpilih dengan
pendekatan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang menggambarkan
struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan

yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Way Kanan memuat visi yaitu
Terwujudnya Masyarakat Way Kanan yang Sejahtera, Demokratis, Berbudaya dan
Religius, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten
Way Kanan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



